BUPATI BENGRAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPAT!I BENGKAYANG
NOMOR - 44 /SETDA/TAHUN 2025

TENTANG

PERURAMAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 800/SETDA/
TAMUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS
PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG

Menmmbang

Mengingat

o

w

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa Penetapan Sepuluh Paket Strategis Penunjang Visi dan
Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2025 telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor :
800Q/Setda/Tahun 2024, namun terdapat perubahan dalam
Penetapan Sepuluh Paket Strategis baik secara administrasi
maupun jumlah paket kegiatan sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupaty;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6
Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



10.

11.

2.

13.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 7);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN :

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6 );

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transper ke
Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor :
800/SETDA/Tahun 2024 tentang Penetapan Sepuluh Paket
Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun
Anggaran 2025.

Perubahan sebagaimana dimaksud: pada Diktum KESATU adalah
perubahan pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal [0 Juw 2025

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR ql8
TANGOAL {0
TENTANC

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

[SETDA/TAHUN 2025
Juuw  TAHUN 2025

BUPATI

BENGKAYANG

NOMOR A00/SETDA/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

SEPULUH PAKET

STRATEGIS PENUNJANG

VISI DAN MISI

BUPATI BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PAKET STRATEGIS PENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2025

NAMA PAKET

n

Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Padat Karya

S S S N

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan
Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk
Kecamatan Lembah Bawang

' Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan
- Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar
| kecamatan Lembah Bawang

‘. - - - - s i e g—— - ——— —

' Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan
' Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kecamatan
Lembah Bawang

SUMBER
PENDANAAN

m

APBD

KABUPATEN

APBD
KABUPATEN

APBD
KABUPATEN

APBD
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN

4.655.259.000,-

4.137.168.000,-
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Dinas Pekerjaan Umum dan

3.043.651.,000,-

3.268.962.000,-

i ——————
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Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

PERANGKAT DAERAH
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Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan
Sambungan Rumah (SR) Desa Pisak Kecamatan
Twub Belas

Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
Necamatan Jago Babang melahu -

e hrmu!kma_p Kualitas Rumah Swadaya
- Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
Recamatan Jagol Babang melalui -

Pemngkatan Jalan Lingkungan dan Drainase
_Lasgkungan

Penguatan Puskesmas (Rehatalitas Bangunan
Puskrsmas Pembaniu) di Desa Ans Kecamatan
_Capkala

APBD

KABUPATEN |

APRD

- KABUPATEN |

APHRD

| KABUPATEN |

APBD

. RABUPATEN

3956 961.000,-

358 632 000, -

595 686 000,

Dinas Pekerjaan Umuam dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawusan Permukomarn
Pertanahan dan LM

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Prrmuksman,
Pertanahan dan LN

Denas Kesehatan, Peagendulan

Produduk den KH




